ty

Mengingat : 1.

'BUPATI KARANGANYAR

- PROVINSI JAWA TENGAH
| PERATURAN BUPATI KARANGANYAR ,

NOMOR...V ....... TAHUN 2017 o
| TENTANG o

o PEDQMAN,PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa untuk memberikan kepastian hukum proses
pemeriksaan pajak daerah dan memperjelaskéwenarigan

serta fungsi pemenksaan pajak dalam pengelolaan pajak

- _daerah maka perlu dlsusun pedoman yang. mengatur

| mekamsme dan tata cara pemenksaan pajak daerah

- bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaxmana terscbut_

huruf a, perlu mernbentuk Peraturan Bupatl tentang

Pedoman Pemerlksaan Pajak Daerah;

: Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 * tentang
‘Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten dalam

: ngkungan Prov1n31 Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran

| v'Negara Repubhk Indones1a Tahun 1983 Nomor 49
“Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor
'-‘3262) sebaga1mana telah beberapa kali dlubah terakh1r ,
| dengan Undang—Undang Nomor 16 Tahun 2009

{Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009

‘Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara : Repubhk

- Indonesia Nomor 4999)

‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak:.
Daerah dan Retribusi- ‘Daerah (Lembaran Negara '

Repubhk Indonesia Tahun-2009 Nomor 130, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonésia N(v)mori_, 5049);
Undang-Undang :_Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan

' (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 o

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk .

| Indonesna Nomor 5234) ; : o o
Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur T

- Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indones1a

~ Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

10.

Repubhk Indonesia Nomor 5494);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangv
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk'

Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan: Lembaran :

,Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587) sebagannana

telah beberapa kah d1ubah terakhlr dengan Undang—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua |

atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |

Pemermtahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk

' Indonesxa Tahun 2015 Nomor 58, T ambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemenntah Nomor 91- ’I‘ahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dlpungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau - leayar Sendiri Oleh
Wajib Pa_]ak (Lembaran Negera Repubhk Indone31a Tahunv

" 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o

" Indonesia Nomor 5259);

Pcraturan Pemerintah }Norn'or 74 Tahun 201 1'~'tenta‘ng
Tata Cara Pclakséuiaan Hak dan Pemenuhan Keﬁvajibénv
Perpajakan (Lembaran"Negera Republik Indohesia Tahun
2011 Nomor 162, 'I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk

Indoncs1a Nomor 5268)

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4

‘ Tahun 20 10 tentang Pa_]ak Hotel (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 3); '



'-'=-:,}_'Nomor 7),

PR »:Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13), i
o ’>_,Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

L Menetapkan PERA’I‘URAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN‘;;--

11,

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010:

! f":-""f;}peraturan Dacrah,_ Kabupaten Karanganyar,,;. Nomor 9
,Tahun 20 10 tentang Pajak A1r Tanah (Lembar anvDaerah‘
e : ,  Kabupaten Karanga-'ﬂya‘r Tahun 2010 Nomor 9)’ . 7:
‘::Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 107"f :
" .‘:Tahun 2010’ tentang PaJak Penerangan Jalan (Lembal”an:-;f

o | Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 10),

. ‘.,“',Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomo r l l . L
" ;}Tahun 2010 tentang PaJak Mmeral Bukan Logam dan:j‘;l:
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar-;
"'?'“':I‘.TahunzomNomor 11 SV R |

:Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13,
- ,;;;‘;;Tahun 2010 tentang Pajak Parklr (Lembaran Daerah,

I Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14;}:"“

»Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar;;
S ,:"Tahun 2010 Nomor 14), o B L
18 “ Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
o :"v*-:,f:}_:‘Tahun 2012 tentang Pa_;ak Buml dan ' Bangunan:..ﬁj

‘,::,':Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6‘
' Tahun 2010 tentang Pa;ak H1buran (Lembaran Daerah
| . Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nornor 6);

S12.

‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
- Tahun 2010 tentang Pajak Reklame o

o Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten :’ o -‘

i ,If:_-Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3), N N

MEMUTUSKAN

S BABI
. KE’I‘ENTUAN UMUM
‘ Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl 1n1 yang dlmaksud dengan R

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o vf.f:: Cenesnn




h Pemermtah’{ Daerah »_.‘}vadalah Bupat1 sebageu unsur

S penyelenggara pemermtahan daerah yang memimpin

o kewenangan daerah otonom 2

D Bupatl adalah Bupau Karanganyar

- Pajak Daerah Yang selanjutnya dlsebut Pa_]ak adalah};;.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan

:_'Daerah Kabupaten Karanganyar

S “.’..pelaksanaan urusan pemenntahan yang ' men.]adlv T i

. _kontnbusx Wa_]1b kepada Daerah yang terutang oleh:z‘.v‘jf

- ’if,‘orang pnbad1
L .v"-"mendapatkan -- 1mbalan secara langsung dan dlgunakan

Ol kemakmuran rakyat

:"fdl kantor Badan Keuangan Daerah

f”“r_'_untuk keperluan Daerah bagl sebesar—besarnya

pembayar Pajak pemotong Pajak dan pemungllt PaJak
i;yang mempunya1 hak dan kewajlban perpa_]akan sesuaj“:;b ..
dengan ketcntuan peraturan p»&:rundang—undang an‘ff

o perpajakan daerah

dan mengolah data keterangan, _dan / atau bukt1 yang
" ; d11aksanakan =% |
";‘.",ibvberdasarkan suatu standar pemenksaan untuk mengup;f‘

v vi_"kepatuhan pemenuhan kewajlban perpajakan dan/ ataui o

’:',',E'ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan

Wa_]lb PaJak tempat keglatan usaha atau pekerjaanf; |
bcbas Wajlb Pa]ak dan/ atau tempat la,ln yang dlanggap”f'
g :'vv"ffperlu oleh Pemerlksa Pajak AT SN

,*Pemerlksaan Kantor adalah Pemerlksaan yang d11akukan7

,'Verlﬁkam adalah Serangkalan keglatan pengupan’;j}{}:

pemenuhan kewajlban sub_]ektlf dan Ob_]ektlf atauf::’_"

atau badan yang ber31fat memaksa'f _‘

Wajlb Pa_]ak adalah orang pr1bad1 atau Badan mehputllf": R

Pemenksaan adalah serangkalan keglatan menghlmpun‘

»secara Objektlf d n' n : profeswnal

’iuntuk tujuan lam dalam rangka -, melaksanakan S

."TfHPemerlksaan Lapangan‘ adalah Pemenksaan yang 'v o

‘VZ:V.‘.v’",dﬂak‘Jkan di tempat tmggal atau tempat kedudukan;'."l‘j:fj', v

- :f‘penghltungan dan pembayaran pajak berdasarkan':f‘{



I permohonan Wa_]lb Pajak atau berdasarkan ‘ data dan

informasi perpajakan yang d1m1hk1 atau dxperoleh Badan

- ,:‘:’_>’Keuangan Daerah dalam rangka menerbltkan surat -

. . ketetapan pa}ak menerb1tkan/menghapus Nomor Pokok}":» ,:, R

';‘:'j_WaJ1b Pa_]ak Daerah dan/ atau mengukuhkan/mencabut-

'-v“'.‘ff_;..v'b_yang d1tun3uk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah‘

ER rnelaksanakan Pemenksaan

el 'namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut"

1 ) .v'.'vv*i‘vSurat Perlntah Pemenksaan : PaJak Daerah yang;"r
- sclanjutnya d1smgkat SP2 Pa]ak Daerah adalah Surat

b”'»f‘_‘_'v;‘:'perlntah untuk melakukan Pemerlksaan dalam rangka

- pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Daerah
' v;'f;f,.Pemenksa Pajak adalah Pegawai _}Negerl - Sip
:thgkungan Badan Keuangan Daerah : atau tenaga”‘ahh
"?»:v"fyang d1ber1 tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk C
Tanda Pengenal Pemerlksa Pa_]ak Daerah adalah tanda
| »pengenai yang dlterbltkan oleh Kepala Badan Keuangan]f;

':'-.v“'Daerah yang merupakan bukt1 bahwa orang Yang"v.

}' sebagal Pemerlksa Pajak Daerah

’mengujl kepatuhan pemenuhan kewajlban perpajakan

L ‘v; 'daerah dan/atau untuk - tuJuan 1a1n dalam rangka

R }-;f-untuk tujuan lam dalam g rangka ; melaksanakan

o ,v._'bv.tketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

c {Pemenksaan Kantor dalam rangka mengup kepatuhanf:_‘f

,_melaksanakan ketentuan peraturan B ,pem_n‘d»ang-"’: i
“ J.,v;undangan perpa_]akan R . i ) L
Surat Pemberltahuan Pemerlksaan Lapangan adalah{i:ﬁ}
-b”v;_»'surat pemberxtahuan !, ', mengena1 d11akukannya“f‘
g "»,Pemerlksaan Lapangan dalam rangka menguJ |

_::_kepatuhan pemenuhan kewajlban perpajakan da_n / atau

5. Surat Panggllan Daiam Rangka Pemerlksaan Kantor

adalah surat panggllan mengena1 dllakukannya‘(:,_i

,"pemenuhan kewajlban perp&ljakalrl daﬂ/ atau untuk

'tu_]uan laun dalam rangka melaksanakan ketentuan‘;:"_
BRI :':.peraturan Pemndang—undangan perpa_]akan R

RS 5 Surat Pembentahuan Pajak Daerah yang selan]utnyaxiz_‘.
R _‘ dlsmgkat SP’I‘PD adalah surat yang oleh Wajlb Pajak",




17

,d1gunakan untuk melaporkan pengh1tungan dan/atau

pembayaran pajak objek pajak dan/ atau bukan objek
pajak, dan /atau -harta dan kewajlban sesua1 dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpa_]akan
daerah ‘ '

Pembukuan adélah sﬁatu 'p'réses ‘pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

‘informasi keuangan yang . mehputl harta, kewajlban,

modal, - penghasﬂan dan blaya serta Jumlah harga- ,'

e perolehan dan pcnyerahan barang atau Jasa ‘yang ,

18.

19.

. 20.

21,

, d1tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa’v.

neraca dan laporan laba rug1 untuk perlode Tahun Pa_]ak =

tersebut

Data Yang leelola Secara Elektromk adalah data yang.‘.

bentuknya elektronlk yang dlhasﬂkan oleh komputer_” ‘, :

dan/ atau pengolah data elektromk lainnya dan dlslmpan' |

dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau o

media penyimpanan elektronik lainnya.

Penyegelan adalah tmdakan menempatkan tanda segelv '
pada tempat atau ruangan tertentu serta . barang'

bergerak dan/ atau ‘tidak bergerak yang dlgunakan atau

patut d1duga dlgunakan sebagai tempat atau alat untuk .

. .menyxmpan buku atau catatan dokumen, termasuk dataf R

yang dlkelola secara elektronik dan benda—benda lain. -

Kertas Kerja. Pemenksaan yang selanjutnya dlslngkgt_

KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang‘ dibuat

- oleh Pemeriksa PaJak mengenal prosedur Pemerlksaan

yang dlternpuh data, keterangan, dan/atau bukt1 yang.
d1kumpulkan, pengu_uan yang dllakukan dan smlpulan: -

yang diambil - sehubungan  dengan’ pelaksanaan"-

B Pemenksaan

-Surat Pemberltahuan Hasﬂ ‘ Pevx'nb'f::riksa‘a»nv yang

éelanjumya disingkat SPHP adalah surat yang berisi
tentang temuan Pemeriksaan yaﬁn’g melipﬁti poéépos yang
dikoreksi, nilai koreksi; dasar koreksi; pérhitunéé_n v
's:ementar'a dari jumlah' pokok Pajak terutang daﬁ

perhitungan sementara dari sanksi administrasi.



22. Pembahasan_ Akhir Hasil »_"vPerncijiksaan» ~adalah

 koreksi pokok Pajak terutang balk yang dxsetqu RN

: _‘f.,maupun yang tldak dlSCtUJul dan perhltungan sank31 REEURES

23.

- pembahasan antara Wajib Pajak dan 'Pemériksa Pajak

atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan

"dalam berita acara pembahasan akhlr hasil Pemeriksaan
‘»vyang dltandatangam oleh kedua belah plhak dan ben81

admlmstra81

Tim _Qualzty_ ASsurancé» Pémerikéaan : adalah " tim ‘yang

dibentuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dalam

‘rangka mérnbahasl hasil Pemeriksaan yang belum f;' -

,} disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak

25.

dalam Pembahasan Akhir Hasﬂ Pemenksaan guna e
- menghasﬂkan Pemerlksaan yang berkuahtas | |
24,
 LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan .

Laporan Hasil Pemerlksaan yang selanjutnya dlsmgkat

* hasil Pememksaan yang d1susun oleh Pemeriksa PaJak

- secara rmgkas dan JCI&S serta sesual dengan ruang '

hngkup dan tUJuan Pemenksaan

Pemenksaan Ulang adalah Pemenksaan yang dilakukan
' terhadap Wa_ub Pajak yang telah dlterbltkan surat‘

' ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya |

) “untuk jenis Pajak dan masa Pajak baglan tahun PaJak |

. atau tahun Pajak yang sama. |
26.

o sejumlah pertanyaan dan penllalan oleh Wajlb Pajak o o

Kuesmner Pemenksaan adalah formuhr yang berlsnkan .

B yang terkalt dengan pelaksanaan Pemenksaan

- BABII |
TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan bertujuan untuk mengujl kepatuhan pemenuhan

kewa_]lban perpajakan dan/ atau untuk tu1uan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang—

undangan perpajakan daerah’ untuk Jems Pajak yang dlbayar

: sendln oleh wa_ub pajak



BENTUK PEMERIKSAAN '

. ,‘ Pasal 3

(1) Bentuk Pemenksaan PaJak daerah terdln dan

Pemerlksaan Iengkap, dan

o b Pemenksaan sederhana A

(2) Pemerlksaan lengkap sebagalmana d1maksud: pada :‘ayat

. (1) huruf a, dilakukan di tempat Wajib Pajak, meliputi

Brey seluruh Jems Pajak tahun ber_]alan dan/ atau tahun tahun
vﬁ‘{Sebelumn}’a Yang dxlakukan dengan menerapkan tekmk‘:f:f.-
JENE pemerlksaan yang lazlrn d1gunakan dalam pemenksaan
pada umumnya BRI | 5 |
: (3) -_ Pemerlksaan sederhana sebaga1mana dlrnaksud pada ayatgz,j e

o “(1) huruf b, dapat dllakukan di Badan Keuangan Daerah'i' R

o : sesuau dengan tugas pokok dan kewenangannya dan/ atau'ffi_ v"_»: 'b

B d1 lapangan, mehputl Jenls PaJak tertentu untuk tahunj:;" :

‘berjalan yang d11akukan dengan rnenerapkan teknlkjif;._-.

Pemerlksaan dengan bobot dan kedalaman"v yang

R ~‘_i_sederhana

RUANG LINGKUP KRITERIA DAN JENIS PEMERIKSAAN

: ,Ba;gi,an 'K’esa¢u i

Ruang'mhgkqp‘--:;lj-**- SRS

' Pasal 4

(1) Pemerlksaan dllakukan terhadap seluruh » Jems
s - . perpajakan yang men_]ad1 kewenangan Pemenntah Daerah

L "»,;vmelalul Badan Keuangan Daerah selaku '»'Perangkat

e Daerah Pemungut Pajak

',’(2)’:'_.; Pemenksaan Sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) terdlr o :

Pemenksaan untuk mcngup kepatuhan pemenuhan:'f_ﬂ -
kewajlban perpajakan, dan ’ ' '

b Pemerlksaan untuk tujuan lam



| (3) Ruang hngkup Pemerlksaan untuk mengujl kepatuhan
gpemenuhan : kewa_]lban perpajakan . sebagaimana

N .dlmaksud pada ayat (2) mel1put1 satu - beberapa, atau |

| | seluruh Jenls Pajak balk untuk satu atau beberapa masa S
x"“":‘.":::>.";vPaJak baglan tahun Pajak atau tahun Pajak da.[a' |

. ': t,»,tahun tahun lalu maupun tahun berjalan o

‘f""‘Ruang lmgkup Pemerlksaan f‘ untuk

e 'sebagalmana d1maksud pada ayat (2) mehputl penentuan,

}.pencocokan atau pengumpulan materl yang berkaltan.,‘

B ".:-_f_'f‘dengan tujuan Pemenksaan

Baglan Kedua P

Krlterla dan J ems Pemenksaan

kepatuhan pemenuhan

”.'~',:,’Pemenksaan untuk mengup
."':fff vkewa_]lban perpajakan sebagalmana dlmaksud pada pasal
: 4 ayat (2) harus dllakukan terhadap Waj1b Pajak yang

L »mengajukan permohonan pengembahan keleblhanfz"t

o pembayaran Pajak

. Pemeriksaan untuk mengujl kepatuhan pemenuhan%_. 5
- '}"'vkcwajlban perpajakan dapat dllakukan dalam hali,}f'f{"-‘
memenuh1 kr1ter1a sebagal benkut ' » ' |

' l a * -._ Wajlb Pajak menyampalkan Surat Pembentahuan
'yang menyatakan 1eb1h bayar,: selam yang.;j‘-
,{fv_‘;}jmengajukan permohonan pengembahan keleblhan

: pembayaran Pajak sebaga1mana dlmaksud pada ayat
o ;‘ :Wa‘]lb Pajak menyampalkan Surat Pemberltahuan
"'.v‘yang menyatakan rugl SRS , o
. " ":Wapb Pajak melakukan penggabungan, peleburan,»

B ,‘pemekaran, - 11ku1das1, _ pembubaran atau akanvf- R

:bmemnggalkan IndoneS1a untuk selama—lamanya, B

S dWajlb PaJak melakukan perubahan tahun buku atau
7 '-.‘j"'::"?:’:metode pembukuan ’ atau : karena d1lakukannya 2 S

penllalan kembah terhadap aktlva tetap, o o B L




e Wajib 'VPajaki tidak menyampalkan atau

.‘menyarri'paikanv . Surat Pemb'éritahuan tetapi
melampaui  jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam“surat teguran yang térpilih"untuk dilakukan -

Pememksaan berdasarkan anahsls I'lSlkO, atau

f Wajib PaJak menYampalkan ‘Surat Pembentahuan"w} B
- yang: terplllh untuk dllakukan Pemenksaan R

A berdasarkan analisis I'lSlkO -

Pasal 6

o . ’Pemenksaan untuk tujuan laln sebagalmana dlmaksud pada S |

pasal 4 ayat (2) dllakukan dengan kriteria antara lain scbagal
berlkut '

a.>

vpemberlan Nomor Pokok Wajlb Pajak Daerah secara

jabatan selaln yang dilakukan berd}asarkan Ver1ﬁka81 -
Wa_]lb Pajak | |

.Vipenghapusan Nomor Pokok Wa_]1b Pajak Daerah selaln' L
’ yang dllakukan berdasarkan Vemﬁkam »

c. pencocokan data dan / atau alat keterangan, : -

(1)

‘ kewajlban perpa]akan sebaga.lmana dlmaksud dalam

. 'Pemerlksaan dalam rangka penaglhan pajak dan s

. memenuhl perrmntaan 1nforma31 dari Kabupaten/ Kota -

:l Lain mitra Per_] anjian Penghlndaran Pajak Berganda

Pasal 7 .

Pemenksaan untuk mengu_u kepatuhan pemenuhan]-"

Pasal 5 dﬂakukan d ngan jenis Pemenksaan Lapangan‘__:‘»

~ dan/atau Pemeriksaan Kantor

@

@)

Terhadap Pemerlksaan sebagalmana dlmaksud dalam .

Pasal 5 ayat (1) dllakukan dengan Pemenksaan Kantor.

Terhadap Pemenksaan dengan kriteria - scbagalmana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampal dengan o

huruf d, penentuan jenis pemenksaannya diatur oleh

Kepala Badan Keuangan Daerah

Terhadap Pernerlksaan dengan kriteria sebagalmana”f

 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f(;:»,-

dllakukan dengan Jems Pemerlksaan Lapangan



Pasal 8 v

Pemcrlksaan untuk tu;uan lam sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 6 dapat dllakukan dengan Jems Pemerlksaan Lapanganbv

atau Pemerlksaan Kantor

BAB v oo
STANDAR PEMERIKSAAN

pas;al 9

Pemenksaan untuk . mengujl kepatuhan : pemenuhan"v

- ﬁkewa_]lban perpajakan dan untuk tujuan lainnya harus'

. d11aksanakan sesua1 dengan standar Pemerlksaan o

2)

) dlgunakan sebagai ukuran mutu Pemerlksaan yangf}_‘v,

‘Standar Pemenksaan sebagaxmana dlmaksud pada ayat ,

o merupakan capalan mmlmum yang harus dlcapau dalam

melaksanakan Pemerlksaan

@

Standar Pemerlksaan sebagalmana dlmaksud pada ayat .

(1) mehputl

o a. standar umum Pemeriksaan;

~b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan

e standar pelaporan hasil Pemenksaan

' 'pelaksanaan Pemenksaan dan standar pelaporan hasﬂ: |

Pedoman mengena1 standar umum pemenksaan standar o

» pemenksaan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (3) dlaturi

- dalam Lampiran Peraturan Bupatl 1n1

BAB VI -
KEWENANGAN DAN KEWAJ IBAN PEMERIKSA PAJAK

Bagian Kesatu

| Kewena‘.n'gah Pemefiksa‘ Pajak

| Pasal 10’" B

Dalam melakukan Pemenksaan, Pemenksa Pajak berwcnang

a. melihat dan/atau memmjam buku catatan dan/ atau |

" dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,

dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan



¢

yeing dipefOIeh, kégiatén ]'uséha,'-. pékf:rjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara

elektromk

. memasuk1 dan memenksa tempat- atau ruang, barang

bergerak dan/ atau tldak bergerak yang d1duga atau patut» ’

- d1duga dlgunakan untuk meny1mpan buku atau catatan,
dokumen yang menjadl dasar pembukuan atau pencatatan S

..dokumen lam, uang dan/ atau barang yang dapat mem P

petunjuk tentang penghasﬂan yang dlperoleh keglatan

»i.usaha, pekerjaan bebas Wajlb Pajak atau obJek yang'

terutang Pajak

. memlnta kepada Wajlb Pajak untuk memberi bantuan guna -

kelancaran Pemenksaan antara lain berupa:

1‘)‘ menyediakan tenaga dan/ atau peralatan atas biaya
| Wa_ub Pajak apablla dalam - mengakses data yang" .

Ny dikelola secara elektronlk memerlukan peralatan |

. .dan / atau keahhan khusus, )

2)3 memberlkan bantuan kepada Pemenksa PaJak untuk '
. membuka barang bergerak dan/ atau tldak bergerak
~ dan/ atau B

3) menyediakan ruangan khusus tempat dllakukannya

Pemerlksaan Lapangan dalam hal Pc‘merlk_saan‘

' d11akukan di tempat Wa_ub Paj ak

. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta

| ‘barang bergerak dan / atau txdak bergerak

. memmta keterangan hsan dan/ atau tertuhs dan Wa_]lb,‘

PaJak dan |

. memmta keterangan dan/ atau bukt1 yang dlperIukan dan

plhak ketlga yang mempunyal hubungan dengan Wajlb
P@ak ' ' '

~ Bagian Kedua

Kewajiban Pemeriksa Paj-ak

" Pasal 11

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak Wajib:



i

'.'"nienyéinpaikan " Surat Pemberitahuan 'Pemeriksaan

Lapangan kepada ‘Wajib PaJak dalam hal Pemeriksaan
dllakukan dengan jenis Pemenksaan Lapangan atau Surat

Panggllan Dalam Rangka Pemerlksaan Kantor dalam hal

' Pemerlksaan d1lakukan dengan Jenls Pemerlksaan Kantor

. memperhhatkan Tanda Pengenal Pemerlksa Pajak dan Sp2 e S
. kepada Wajib PaJak pada waktu melakukan Pemerlksaan, o o

. memperhhatkan surat yang berisi pembahan Ctim

Pemeriksa Pajak kcpada Wajlb Pajak apabila susunanl

keanggotaan tlm Pcrnerlksa Pajak mengalam1 perubahan, o AR

.'rnelakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka |

membenkan penjelasan mengena1

1] alasan dan tu_luan Pemenksaan

2) hak dan kewaijan Wa_]lb Pagak selama dan setelah “

pelaksanaan Pemeriksaan; |

3) hak Wapb PaJak mengajukan permohonan untuk'

' dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance'
Pemenksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang
belum d1sepakat1 antara Pemerlksa Pajak dengan Wa]lb o

' Pajak pada saat Pembahasan Akhlr Hasil Pemenksaan,

o dan » _
o 4) keWajiban dan Wajlb PaJak untuk memenuh1 ’

perrmntaan buku catatan, dan/atau dokumen yang

men_]adl dasar pembukuan atau pencatatan dan

dokumen lamnya, yang dlplnjam dari Wajib PaJak

. _menuangkan hasil pertemuan sebagaumana dimaksud pada "

huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wa_]lb_PaJak; '
5 'menyampalkan SPHP kepada Wajib Pajak; | N
. memberikan hak untuk hadu' kepada Wajib PaJak dalam

. rangka Pembahasan Akhir Hasﬂ Pemenksaan pada waktu

yang telah dltentukan, :

. menyampalkan_ Kueswner ) Pem'eriks'aanv kepada Wajib

PaJak

i, melakukan | pembmaan kepada Wajlb Pajak dalam' ”
'memenuh1 kewa_uban | perpajakannya - sesuai dengan ;‘f,
‘ ketcntuan .peraturan _perundang—undangan vperp'ajakan -

- dengan menyampaikan saran secara tertulis;



. ﬁiehgefnbélikéﬂ buku, catafan;“dan/ afau dokumen yang

menjadi dasar pembukuan atau. pencatatan, dan dokumen

lalnnya yang dipinjam dari Wajib Pajak dan

.- merahasiakan kepada plhak 1a1n yang tldak berhak atas

: segala sesuatu yang diketahui atau dlbentahukan'

‘kepadanya oleh Wa_ub Pa_jak dalam rangka Pemerlksaan

| | BABVII co
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK Ll

~ Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 12

. Dalam pelaksanaan Pemerlksaan, Wapb Pa_]ak berhak

a.

_'mcrnmta kepada Pemenksa Pajak untuk memperhhatkan_irv

"I‘anda Pengenal Pemerlksa Pajak dan SP2

. .’memmta kepada Pemenksa PaJak untuk memberlkan Suratf_ ,
'Pembentahuan ‘Pemeriksaan Lapangan ‘dalam " hal

_ Pemeri}ksaan_ dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan; -

. vmemi’nta kepada Pemeriksa Pajak ﬁntUk merhperlihatkanvi.. |

: surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak'a-pabila

- susunan keanggotaan t1m Pemeriksa Pajak mengalamll, .

' perubahan, | | ‘
.:':memlnta kepada{:’ Ii’vemér“i‘k'sa bl-zsaj}ak ‘i‘ibntuk"' 'memb‘ériké.‘ﬁ‘ o
s penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemerlksaan
. menerima SPHP; - | -

jmengajukan permohonan untuk dllakukan pembahasan '

‘ .vdvengan Tim Quality Assurancc Pemeriksaan, dalam hal"_‘

masih terdapat hasil Pemerikseian yang belum disepakatiu

 antara Pemenksa Pajak dengan Wa_]lb PaJak pada saat

Pembahasan Akhir Hasil Pemerlksaan dan

memberlkan pendapat atau pemlalan atas pelaksanaan- '

Pemeriksaan oleh - Pemerlksa Pa_lak melalul pengisian

~ Kuesioner Pemeriksaan.



‘ Baglan Kedua

Kewajlban Wa_]lb PaJak '

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan Pemenksaan untuk }mengupil ST

kepatuhan pemenuhan kewajzban perpajakan,dengan Jemsf”:‘”

e v Pemenksaan Lapangan Wa_]lb PaJ ak Wajlb

a. memperhhatkan dan/ atau vmemmjamkan buku
v:‘."_’catatan dan/ atau dokumen yang menjadlb dasar}'
pembukuan atau pencatatan dan dokumen laln yang‘},
. :v}berhubungan dengan keg1atan usaha, kewajlban :

_ fﬂ‘perpajakan daerah atau objek yang terutang Pajak :'

'.f:::membenkan’: kesempatan untuk mengakses dan/ atau
S 'i.f:fmengunduh data yang dlkelola secara elektromk
e c 'memberlkan kesempatan untuk memasuk1 dan_.
,'memerlksa tempat ‘atau - ruang, barang bergerak
o dan/ atau t1dak bergerak yang dlduga atau patut dxduga»v
| , dlgunakan untuk menylmpan buku atau catatan
dokumen yang menjadl dasar pembukuan atau‘ |
pencatatan, dokumen lam, uang, dan/ atau barang yang
dapat memberl petunjuk tentang keg1ata_n usaha :
‘:‘fkewajlban perpajakan daerah atau objek yang terutang :

o f"pajak serta memlnj amkannya kepada Pemenksa Pajak
: ?5  -fd;'_.'»‘memberl bantuan guna kelancaran Pcmer1ksaan, yang :

o - :Ydapat berupa

e . ”:v,l) menyedlakan tenaga dan/ atau peralatan atas blaya :
- Wajlb Pajak apablla dalam mengakses data yang
".:v_dlkelola secara elektromk memerlukan peralatan

| "'_dan / atau keahhan khusus

‘ .memberlkan bantuan kepada Pemerlksa PaJak untuk 5_

" - i.v""vvmembuka barang bergerak dan /atau tldak bergerak

: r dan / atau

3) ‘menyedlakan ruangan khusus tempat dllakukannya_

| :;Pemerlksaan Lapangan dalam hal Pemenksaan:

- dllakukan d1 tempat Wapb Pajak | ‘ g

’ "‘:.;»;:lgi‘vatgmenyampalkan tanggapan secara tertuhs atas SPHP

dar,,lj. .



f

membenkan keterangan hsan dan/ atau tertuhs yang
diperiukan. - | |

2. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan  untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajlba.n pcrpajakan dengan Jems

- Pemenksaan Kantor, Wa_]lb Pajak waj 1b

- a.

o

‘ Pemenksaan sesua1 dengan waktu yang dltentukan, ED e

- catatan,v_ dan/atau dokumen Yang _menja di dasar L

* berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

‘memenuhl . panggllan untuk datang - menghadm

. memperhhatkan dan/ atau memmjamkan _ :buku,’ c

pembukuan ‘atau pencatatan dan dokumen lain

termasuk data yang dikelola secara elektronlk,_yan‘gj -

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau

~ objek yang terutang Pajak;

@

memberi bantuan guna kelancaran Pemenksaan, ‘

menyampalkan tanggapan secara tertuhs atas SPHP;

. memmjamkan KKP yang dlbuat oIeh akuntan pubhk .

dan

membenkan keterangan hsan dan/ atau tertuhs yang S

dlperlukan

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Bagzan Kesatu

g 'Jangka Waktu Pemerlksaan

Pasal 14

Pemenksaan untuk mengujl kepatuhan pemenuhan-

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dllakukan

dalam Jangka waktu Pemenksaan yang mehpuu
a. Jangka Waktu pengu_uan, dan |

b. jangka waktu Pembahasan Akh1r Hasﬂ Pemenksaan

dan pelaporan

Dalam hal Pemenksaan' dllakukan dengan jenis

. Perne‘rikS:;ian - Lapangan, _]angka Waktu pengujian

>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama

6 (enam)  bulan, yang.- ,dih_itung sejak  Surat



(3)

(4)

1

{2)

 Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan

kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari”Wajib Pajak, sampai
dengan tanggal SPHP dlsampalkan kepada Wajib Pajak,

Wak11 ‘kuasa, pegawal atau anggota keluarga yang telah

- dewasa dari Wa_]lb Pajak.

Dalam hal Pemerlksaan dilakukan dengan' jei}is’

vPemenksaan Kantor, Jangka waktu  pengujian

! sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama .~

4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib
Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai ' atau’
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pa_]ak

: datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka

Pemeriksaan Kantor sampai. dengan tanggal SPHP

disampaikan kepade{ Wajib Pajak, Wakil kuasa, pegawai, o

atau anggota keluarga yang telah dewasa dan Wajlb
PaJak

Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasii Pemeriksaan dan
pelaporan Sébagaimana dimaksud pada ayat (1) hunif b
paling lama"2 (du'a) bulan, yang dihitung sejak tanggal
SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak wakil, kuasa,
pegawa1, atau anggota yang telah dewasa dari Wa_]lb

Pajak sampai dengan tanggal LHP.

| Pasal 15
Jangka _V'v,aktu’» pengujian Pemeriksaan _‘ Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat'( 2) dapat

v dlperpan_wm0 untuk Jangka waktu pahng lama 2 (dua)

bulan.

Perpan_]angan jangka waktu pengu_]lan Pemerlksaan
Lapangan vsebagauman}a dimaksud pada ayat (1)“
dllakukan dalam hal | |

a. - pemenksaan Lapangan dlperluas ke Masa Pajak

- Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pa_]ak lamnya,

b erdapat konfirmasi atau permmtaan data dan /atau

- keterangan kepada pihak ketiga;



o c | I;;:. : ruang hngkup Pemer1ksaan Lapangan mehputl

o seluruh Jems pa}ak dan/ atau ' -

| d vberdasarkan pertlmbangan Kepala Badan Keuangan i
Daerah ' |

Pasal 16

vv (1) _"’Jangka waktu Pengujlan Pernenksaan Kantor dapat"-j" -

'j;'dlperpanjang untuk Jangka Waktu pahng lama 2 (dua)_‘?.,":.v-'v;.-f'f}:fj:

SR ‘bulan

(2) >~_Perpan‘]angan Jangka waktu pengujxan Pemer1ksaani;:* e

v",,Kantor sebagaumana dlrnaksud pada ayat (1) dllakuk an- :

- dalam hal

- a ':'Pemerlksaan Kantor dlperluas ke Masa Pajak ERRR

E »’: _Bag1an Tahun Pajak atau Tahun Pajak lalnnya

b. .terdapat konﬁrma31 atau permlntaan data dan/ atau "

| ,keterangan kepada plhak ketlga |
c B "lbmang Imgkup Pemerlksaan Kantor mehputl seluruh -

jenis paJak dan/atau B

. :d,{f ', .berdasarkan pert1mbangan Kepala Badan Keuangan ‘. o

L Daerah

Pasal 17

’.Dalam hal dllakukan perpanjangan Jangka Waktu pengullan ) L

- "_»Pemenksaan Lapangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal_;g‘ L

15 atau Pemerlksaan Kantor Sebagalmana dlmaksud dalam,::f'»f,”v L

P asal Kepala Badan Keuangan Daerah harus_v e

_menyampalkan pemberltahuan perpanjangan Jangka Waktu T |

‘ pengujlan secara tertuhs kepada Wa_]lb PaJ ak.

Pasal 18

(1) .'v.Apabﬂa | Jangka : Waktu perparijangan"z p’ehg‘uji@» . |

A:,,,Pememksaan Lapangan Sebagalmana dlmaksud dalam

 Pasal 15 ayat (1) atau perpanjangan Jangka wa.ktu“,if‘ :

| Pemerlksaan Kantor sebagalmana d1maksud dalam Pasali -
16 ayat (1) telah berakhn' SPHP harus dlSampa1kan"f o

o kepada Wajlb Pajak

.(2)'- . »Dalam hal Pernenksaan dﬂakukan karena Wa_ub Pajak"-v

o menga]ukan ) permohonan pengembalxan | keleblhan"f

pembayaran Pajak Jangka Waktu Sebagalmana dlmaksud



‘dalam - Pasal 14v Pasal ‘.,f.15 ,Jdan ~Pasal 16 haruS‘

'v"memperhaukan Jangka waktu penyelesalan permohonan

",pengembahan keleblhan pembayaran pa_;ak

Baglan Kedua

Penyelesalan Pemenksaan

Pasal 19 .

B '-‘_vPemenksaan _Lapangan atau Pemerlksaan Kantor untuk 2

vkepatuhan pemenuhan kewaﬂba"“ perpaj
“;2‘i’,.f:fvd1selesa1kan dengan cara 5 Pl ” e
o ::: 5': a g membuat LHP Pemer1ksaan “ atau ‘
: }, b frnembuat LHP sebagal dasar penerbltan surat ketetapan.:
paJak dan/atau Surat Taglhan Pajak sesua1 dengan}i;}":,
ketentuan peraturan perundang undangan perpa_)akan '
Pasal 20 |

- -":'YE'(1)’-"}:,:‘vPenyelesa1an Pemenksaan dengan membuat LHP*"’

ffsebagalmana d1rnaksud dalam Pasal 19 huruf b
”.';::vf"j.vvvdllakukan dalam hal ER |

S »Wajlb Pajak wakll kuasa, pegawal, atau anggota--""

SR keluarga yang telah dewasa darl Wa_]lb Pajak yang '
' dllakukan Pemerlksaan sehubungan Y denganﬁj_
‘, permohonan pengembahan keleblhan pernbayaranl':":f

e ::1) t1dak dltemukan dalam Jangka waktu 6 (enam) R o
bulan Se_]ak tanggal Surat Pemberltahuan-'

Pemerlksaan Lapangan dlterbltkan, _atau

_'2) tldak mernenuhl panggllan Pemenksaan dalamf
’} };"'J‘angka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat'-:}
Panggllan Dalam Rangka Pemerlksaan Kantor""
dlterbltkan PR By

b » v,‘;Wajlb PaJak wakﬂ kuasa pegawal, atau anggota :
keluarga yang telah dewasa dar1 Wajlb Pajak yang SR

L ':‘j‘."dﬂakukan Pemenksaan d1temukan atau memenuhl‘“f:’;{-ﬁ: s

o . panggﬂan Pemerlksaan dan Pemenksaan dapat"t':'"

o d1se1esa1kan dalam Jangka waktu Pemerlksaan



c. . :; ;Wa.]lb PaJak wakﬂ kuasa, pegawal, atau anggota
" keluarga yang telah dewasa dar1 Wajlb Pajak yang

“ dllakukan Pemenksaan d1temukan atau memcnuh1_ :

= 'panggllan Pemenks’jban"'_“; dan pengujlan kepatuha.ng, Ll

'pemenuhan kewa_]lban vperpajakan belum - dapat g
dis‘elesalkan sampal dengan
1) berakhlrnyav::‘..; hjanga : v o

pengu_pan Pémerxksaan Lapangan sebagaumana
s dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau L
R 2) berakhlrnya perpan_]angan Jangka Waktu
. pengu_]lan Pemenksaan Ixantor scbagaimana iﬁ‘t’
' ’_ dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (1) | TR
(2) ';.j_f‘~v_};fPemer1ksaan Lapangan atau Pemerlksaan Kantor yangij‘v_f.
i ’pengujlannya belum dlselesalkan sebagalmana dlmaksud::'
_vpada ayat (1) huruf c, harus dlselesaukan dengan :
flﬁ’vmenyampalkan SPHP dalam Jangka waktu pahng lama 7
o .(tLIJuh) harl keI]a se_]ak berakhlrnya ‘
f a ', perpanjangan Jangka Waktu pengu_uan Pemenksaan
v ":"Lapangan sebagalmana chmaksud dalam Pasal 15{3’»
‘j"'ﬂ-:v,";_:.ayat (1) atau o C . : R
- b _.:,_.":.perpanjangan Jangka waktu pengujlan Pemerlksaanf[ HE
vKantor sebagalmana dlrnaksud dalarn Pasal 16 ayat‘ff:-:f-'.'
e :;(1), dan melanjutkan tahapan Pemerlksaan sampa

i "'dengan pembuatan LHP

. - 'v - Baglanv-Ketlga L :
SP2 dan Surat yang Ber181 Perubahan Tlm Pemerlksa PaJak
Pasal 21

(1) ‘f"}Pemenksaan untuk menguy kepatuhan pemenuhan:

o ‘vv_kewa_]lban perpajakan dllakukan oleh Pemenksa Pajakv:":;

_ ‘v_jyang tergabung dalam T1m Pemerlksa PaJak berdasarkan}”f

o (2) v_:*'[SPQ sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dlterbltkan'
”_’:__'untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu}_"'-‘":
"{-‘_ :‘Baglan ’I‘ahun Pajak atau Tahun Pagak yang sama atau

untuk satu Bag1an Tahun Pa]ak atau Tahun Pajak:::



o erhadap satu Wajlb PaJak; | |
SN (3) Dalam hal susunan tun Pemerlksa Pajak dlubah Kepa]a o
" Badan Keuangan Daerah harus menerb1tkan surat yang 1 :fj-:'zb'

o 'ber131 perubahan T1m Pemenksa Pajak

(4) Dalam hal Pemerlksa Pajak dlbantu oleh tenaga ahl'ﬁ’:
- "',.FSesual bxdang kompetensmya tenaga ahh tersebuv
S bertugas berdasarkan surat tugas yang d1terb1tkan ole
o ‘?-‘-:';AKepaIa Badan Keuangan Daerah "
Bag1an Keempat

i Pemberltahuan:‘dé.n Panggllan Pemenksaan

Pasal 22

[ (bl,)"fﬂDalam hal Pemerlksaan untuk mengujl kepatuhanf*
- _‘vvv‘-'pemenuhan kewapban perpajakan dllakukan denganf:i*""

f.."'Jems Pemenksaan Lapangan Pemerlksa PE*Jak WaJlb}ff-.
L ’membentahukan kepada Wapb Pajak mengenal

B ,f?}:'_",vdﬂakukannya Pemerlksaan Lapangan

-{‘menyampmkan : Pemberltahuan Pemenksaianﬂ

¥ Surat
B 'j_';f:,j',.vLapangan L RO

o (2) :“,‘:,:,Dalam hal Pemerlksaan untuk mengqu kepatuhan'i-

e n:-“':”’v'pemenuhan kewajlban perpajakan daerah‘ dllakukanf
T vi.dengan )ems Pemerlksaan Kantor Pemenksa Pajak Wajlb
R memberltahukan kepada ' Wa_]lb Pa]ak mengenalf .
o ,»‘f:dﬂakukal‘lnya Pemenksaan Kantor dengan
: .f.fmenyampzukan Surat Panggllan Dalam Rangka‘f;

5 - fpemenksaan Kantor | | _ J |
o | (3) Surat Pembentahuan Pemerlksaan » Lapanganf
e sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) atau Surat;
e vf.‘:; Panggllan Dalam Rangka Pemerlksaan Kantori;.
'Ksebagalmana dlmaksud pada ayat (2) d1terb1tkan untuk;{’

}_»}v;} Masa Paj ak Baglan Tahun Pajak atau Tahun Pajék:,

, sebagalmana tercantum dalam SP2

Pasal 23

L w Surat Pembentahuan .  Pernenksaan Lapangan-f;

",,:-'fsebagalmana dlmaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapa.t,:




o disémpaikan séc'ar"a'langs'ung kepé’da Wajib Pajak‘ padé.

@)
N }ang dapat mewakm Wajib PaJak sebagalmana dlmaksud T

@

saat dimulainya Pefneriksaan Lapangan  atau
d1sampa1kan melalm faksxmﬂl, pos dengan ‘bukti
penglrlman surat atau Jasa pengmman lamnya dengan

buktl pengmman

Dalam ha.l Surat Pembentahuan Pemerlksaan Lapanganf’-:"‘}

dlsampalkan secara langsung sebagalmana dlmaksud”»}:,:i":{’; e
pada ayat (1) dan Wajlb Pajak tidak berada di tempat

Surat Pembentahuan Pemerlksaan Lapangan dapat L

dlsampalkan kepada
- wakil atau kuasa dari Wajib Pa_]ak atau »
b, ‘_plhak yang ‘dapat mewalkili Wajlb Pajak yaituv'::‘:‘”
) pegafvaj ) dari' Wa_]lb Pajak yang menurut |

S pemerlksa Pajak dapat mewak1h ‘Wajib~ Pajak

dalam hal Pemenksaan dllakukan terhadap Wa_]lb
Pajakbadan o . e ‘ ,' o
2) anggota keluarga yang telah dewasa dan Wajlb' "

Pajak yang menurut Pemenksa Pajak - dapat,‘

mewakili Wa_]lb Pajak dalam hal Pemeriksaan -
dllakukan terhadap Wa_]lb Pajak orang pnbadl, o

atau

3) p1hak selam sebagmmana dlmaksud angka 1}

~dan angka 2) yang dapat mewakﬂl Wajlb PaJak

Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajlb Pa_]ak atau plhak

pada ayat (2) tidak dapat d1temu1, Surat Pembentahuan

_Pemenksaan Lapangan dxsampalkan melalui pos dengan -

bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lamnya

dengan bukti penglrlman dan surat pember1tahuan_’:‘:_‘j'

Pemerlksaan Lapangan dlanggap telah dlsampalkan dan ’

Pemeriksaan Lapangan telah d1mula1

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemenksaan Kantor -

sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 22 ayat 2

dlsampalkan "melalui fak31m111, pos dengan bukti

pengmman surat atau Jasa pengmman lamnya dengan o

bukt1 penglnman




Bagian Kelima
Peminjamé.h Dokumen
)  Pasal 24 -
(1) | Dalam hal Pemenksaan untuk mengu_]l kepatuhan
| pemenuhan kcwajlban perpajakan dilaksanakan dengan |

_]en1s Pemenksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebaga_l' :
. benkut '

: »a. | buku catatan dan/atau dokumen, termasuk Data‘

,Yang leelola Secara Elektromk serta keterangan; '

}’1a1n yang dlperlukan dan dlperoleh /d1temukan pada

- s saat pclaksanaan Pemerlksaan d1 tempat Wa_ub:_j.-f_‘.jjj .

‘PaJak dlpmjam pada saat itu Juga dan Pemenksa .

- Pajak . membuat ~ bukti - pemlnjaman fdan :

pengembahan buku catatan, dan dokumen

b. dalam hal buku,} catatan, dan/atau dokumen,wi‘:" :

termasuk Data Yang leelola Secara Elektromk -

’serta keterangan lain - yang d1per1ukan belum e

.dltemukan atau dlberlkan oleh Wa_ub Pajak pada

saat pelaksanaan Pemerxksaan sebagalmana"ff'"'

_dlmaksud pada huruf a, Pemenksa PaJak membuat

surat permlntaan pemm_]aman buku, catatan, dan

: dokumen yang dllampm dengan daftar buku,' o

”catatan, dan/ atau dokumen yang  wajib
dipinjamkan; B .

c. dalarh hal untuk mengakses dan/ atau meﬁguri‘duh .

Data Yang leelola Secara Elektronik dlperlukan

peralatan dan /atau keahlian khusus, Pemenksa o

‘ Pajak dapat memmta bantuan kepada ' o ‘
'5,1) Wa_ub Pajak untuk menyedlakan tenaga dan/ atauﬂ
peralatan atas blaya Wajib Pajak atau ' |

'2) seorang atau leblh yang memiliki keahhan

© tertentu, ba1k yang berasal darl Badan Keuangan B

Dacrah maupun yang berasal dari luar Badan
Kéua'ngaanaerah . - | A |

- (2) '_ Dalam hal Pemerlksaan' untuk mengu_u kepafuhan
pemenuhan kewapban perpajakan dllaksanakan dengan -

Jen_ls Pemen_ksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai -



benkut

a. '» daftar buku, catatan, dan / atau dokumen termasuk
. Data | Yang- Dikelola - Secara Elektronik serta
‘ :-‘:kcterangan 1a1n yang dlperlukan oleh Pemeriksa
-‘__..Pa_]ak harus dllamplrkan pada Surat Panggllan

o ~ Dalam Rangka Pemenksaan Kantor; -

| b : j"_,buku catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data-‘

- Yang D1kelola Secara Elektronik serta keterangan B |
- lain sebagalmana dlmaksud pada huruf a, wa_]lb B
| dlplnjamkan pada saat Wajlb Pajak memenuhl'
'-“‘}":.panggllan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan ’:'
Pemeriksa Pajak membuat bukti permnjaman dan
':i pengembahan buku, catatan, dan dokurnen, dan
o c »;v:;"f'dalam hal buku catatan ~dan/ atau dokumen
o termasuk Data Yang leelola Sccara Elektromk o
| “’»}.serta keterangan lain yang .dlperlukan ‘belum
. fcrcantum dalam lampiran’ Surat Panggilan Dalam o

| Rangka Pemenksaan ‘Kantor sebagaimana - L

L dlmaksud pada huruf a, Pemerlksa Pa_]ak membuat, —_—
| surat perrmntaan pemlnjaman buku, catatan, dan
 dokumen.

(3) Buku, catatan dan/ atau dokumen termasuk Data Yang _’ o
| ‘leelola Secara Elektromk : serta keterangan lam!'»r’:}’vf;’:;.:}:»‘v :
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf_ b, atauvayaf .
(2) huruf ¢ wajib diserahkan ‘kepada Péméf_iksa" Pajak'.‘v
| paling lama 1 :($atu) bulan sejak SUrat.‘}."p¢Mintaan° " 5
_’peminjaman buku, catatan, dan:'dokumen di‘s‘amvpaikan._ el
(4) ”‘Setiap penyerahan‘ bukuy, 6atatan, 'dan/ atau dokumen,
térmasuk Data :Yang Dikelola - Secara Elektronik serta
keterangan lam dan Wajib- Pa;ak Pemenksa Pajak | o
o membuat bukt1 pemlnjaman dan pengemballan bukuy,
catatan dan dokumen. ‘ ’
(5) | Dalam hal buku ' catatan, dan/atau dokumen yang
dlpm_]am berupa fotokopi dan/atau berupa Data Yang - B |
| leclola Secara Elektronik, Wa_ub PaJak yang dlperlksa" BRI
harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi

dan/ atau data yang dikelola secara elektromk yang |



"bdlpmjamkan kepada Pemerlksa Pa_]ak adalah sesuai

| ‘fdengan ashnya v‘ e
(6)"‘- '":Dalam hal buku catatan dan / atau dokumen termasuk‘
o }Data Yang kaelola Secara Elektromk serta keterangan |

) ,_'v.laln yang dlplnjam belurn d1penuh1 dan Jangka Waktu 1;_“:5-'? o

g ,_33‘;(SatU) bulan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (3) belum

. :f.:;_‘, ‘Pemenksa Pa_]ak dapat Wmenyampalkan

;permrratan secara "’.tertuhs 'pahng banyak 2 -'dua)f kali,

: :_::yaltu

v,vsetelah 2 (dua) mmggu

a;; surat permgatan_ pertam,
B se_]ak tanggal penyampalan surat permmtaan
:pemlnjaman buku catatan, g ‘dan dokumenw
o sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf b atau
o aya @bt
b, surat perlngatan kedua setelah 3 (tlga) 'mmggu;*f

-j_";f-,',v:sejak tanggal penyampatan surat permmtaan

- pemmjamanv,'_f‘, uku, catatan, daﬁf
1"Sebaga1mana dxmaksud pada ayat‘(l) huruf b atau._
| zayat (2) hurufc S
o (7) }'ff:;»‘:_Setlap surat perlngatan yangdlsampaukan‘ sebagalman

- d1maksud pada ayat (6) harus chlampm dengan daftar'r;-

fbuku catatan dan dokumen yang belum dlpmjamkan,‘

L dalam rangka Pemenksaan

Pasal 25

(‘i‘)vl_v’:‘;’f.;Dalam hal buku catatan, dan / atau dokumen, termasuk’ :
s f”»'{}bData Yang leelola Secara Elektromk serta keterangani'
lam yang d:mmta oleh Pemenksa Pajak tldak dlmlhkl‘ _»
atau t1dak dxkuasal oleh Wa]lb Pajak Wapb Pajak harus

‘. *f_f_membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa

. ibuku catatan, dan / atau dokumen termasuk data yang :

s "’fb’dlkelola secara elektromk serta keterangan lam yang

s diminta_ oleh Pemenksa Pa_]ak tldak d1m1hk1 atau tldakvi"‘,'-_zf
= ‘,::;".»dlkuasal oIeh Wajlb Pajak e e |
‘J*_ (2) »-‘uDalam hal buku catatan, dokumen, termasuk Data Yangv:; |
. 'Eiv'»;'.lekelola Secara Elektromk serta keterangan 1a1n perlu‘:»f“"

dlhndungl kerahasaaannya Wajlb Pajak dapat'f




W

L mengajukan permmtaan agar pelaksanaan Pemerlksaan

:dapat dllakukan d1 tempat Wa_ub Pajak dengan

o -.menyedlakan ruangan khusus

Baglan-Keenam r

L Penolakan Pemerlksaan

.,;:‘lf.Dalam hal Waij PaJak Wakﬂ atau kuasa dan Wa_]lb )
PaJak yang dllakukan Pemenksaan Lapangan untuk»

':fmengu_]l kepatuhan pemenuhan kewajlban perpajakan f: s

{-imenyatakan menolak untuk dllakukan"': Pemerlksaan“v-i" }'

'}f,termasuk menolak: menenma Surat» Pernbentahuan

RN ‘}Pemenksaan Lapangan, Wajlb Pajak wakll- atau kuaSa

darl . Wajlb Pa]ak harus menandatanganl |
| :1 e pernyataan penolakan Pemerlksaan '_ f:v o -
(2) 'iDalam hal Wapb PaJak wak11 atau kuasa dan 'Wa~]1b3:"

o Pajak menolak menandatangam surat pernyataan X

o penolakan Pemenksaan sebageumana dlmaksud pada‘;i .
. ayat (1), Pemerlksa PaJak membuat berlta acaraff;

‘penolakan Pemerlksaan yang dltandatangam oleh t1m’" Be RS

. i Pemenksa Pajak -

(3) :”'f,fDalam hal Wa_]lb Pajak wakil, atau ‘kuasa dari
‘.'Pajak tldak ada dl tﬁ‘mpat maka k
a Pemerlksaan tetap dapat dllakukan sepanjang;,
. ,‘ tord apat pegawal atau anggota keluarga yang telah ,
” ‘”»':ff:dewasa : dar1 Wajlb PaJak Yang dapat danjlf :

- mempunyal kewenangan untuk mewak111 WaJlb :

v_Pajak terbatas untuk hal yang berada dalam
o »kewenangannya, atau ' R
: ..::;:."i Pemerlksaan dltunda ' untuk dllanjutkan pada .

L kesempatan benkutnya

o : (4) :t» : :Dalam hal pegawal atau anggota keluarga yang telah::
o "-‘.: dewasa dan Wa_]lb Pa_]ak sebagalmana dlmaksud Padaji'_;f"f”u’
f_:-‘”ayat ( ) menolak untuk membantu kelancaran':_v’;.‘..»?f"‘:;.:‘_;.

- ...'Pemerlkséan, Pcmenksa PaJak memlnta pegawa1 atau‘:.,f{“v:.:.‘

N ,: anggota keluarga yang telah dewasa dar1 Wa_ub PaJak”:' ’-'f"::’: .



o

)

Q)

@

g

untuk ménandaténgani ~surat penolakan membantu
kelancaran Pemerlksaan ‘ '

Dalam hal pegawa1 atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari - Wajib Pajak  menolak untuk.

menandatangam surat penolakan rnembantu kelancaran }

Pemenksaan sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 4), |
. .Pemenksa Pajak membuat benta acara penol akan .

membantu kelancaran Pemerlksaan yang dltandatangam_v--'”. L

oleh tim Pernenksa Pajak

Pasal 27
Dalam hal Wa_pb Pajak, wakil, atau kuasa. dar1 Wa_]lb.

‘Pajak yang dilakukan Pemenksaan Kantor untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewa_]lban perpa_]akan o
memenuhi Surat Panggllan Dalam Rangka Pemerlksaan‘

Kantor namun menyatakan menolak untuk dllakukan"

: Pemerlksaan, Wapb Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib

Pa_]ak harus _ menandatangam surat pgmyataap»'
penolakan Pemenksaan R S
Dalam hal Wa_ub Pajak wakll atau kuasa dari Wa_ub .
Pajak ‘menolak - menandatangam surat pernyataan '

penolakan Pemeriksaan sebagmmana dimaksud pada

ayat (1), Pemenksa PaJak membuat ber1ta acarav .

peno]akan Pemenksaan yang d1tandatangam oleh tlrnv

Pemerlksa Pajak

'Apablla dalam jangka Waktu pahng lama 1 (satu) bulan 3

. sejak Surat Panggllan Dalam ‘Rangka Pemerlksaan'

Kantor dlsampmkan kcpada Wa_ub Pajak dan surat

,panggllan tersebut tidak dlkembahkan oleh pos atau _]asa TR

pengiriman lalnnya dan Wajib Pajak tldak memenuh1
panggllan Pemerlksaan Kantor Pemerlksa Pa_;akf

membuat benta acara tldak d1penuh1nya panggllan'

'Pemenksaan oleh Wajib Pa_]ak yang dltandatangam oleh'

tim Pemerlksa Pajak



PenJelasan Wajlb Pajak dan

Permlntaan Keterangan kepada P1hak Ketlga

/Untuk memperoleh ~penjelasan yang lebl_ - rinci,
: Pemenksa Pajak melalm kepala sub bldang pemerlksaan'
: if,w_’dapat memanggll Wa_]lb PaJak wakﬂ kuasa darl Wa_]lb‘
E :v.i‘:'f’:Pa_]ak pegawa1 atau anggota keluarga yang telah dewasa
v,vdan Wajlb Pajak melalul penyampaxan surat panggllan -
g ’_-',_ v,:_vPemenksaan dllakukan dengan je is

‘Pemenksaan Lapangan, penjelasan yang Ieb1h r1n01'

sebagalmana dlmaksud pada pada : fayat (1) dapat
o :b"::dllakukan pada saat pelaksanaan Pemerlksaan d1 tempat
:' Wajlb Pajak . : ‘ .v |
) “kaenJelasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) atau
| ’.vi”iﬁ.‘f-:g'_-".:ayat () yang dlberlkan kepada Pemerlksa PaJak
,f“dltuangkan dalam ber1ta acara mengena1 pembenan::_
o o penjelasan Wa_ub PaJak yang d1tandatangan1 oleh tlmf-’:f:"f

) Pemerlksa Pajak dan Wa_]lb Pajak Wakll kuasa ‘dari
"f};:f‘WaJlb Pa_]ak pegawa1 atau anggota keluarga yang telahﬂvﬁvj'i
| dewasa dan Wa_]lb Pajak i . o
| :I:{‘Dalam hal Wa_]lb PaJak 'wakﬂ»vkuasa}' dari Waj1bv V‘PaJak
L ‘v:-vbpegawal atau anggota keluarga yang telah dewasa dan
_' \Vajlb Pajak menolak menandatangam benta acafa'i.'.»
. ) Sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) Pemerlksa Pajak-«
v':'-:j"vmembuat catatan penolakan tersebut dalam ber1ta acarafiv{

. vf’dlmaksud

Bag1an Kedelapan

A}":VPemberltahuan Hasﬂ Pemerlksaan dan |

‘.;'.~.:Pembahasan Akh1r Hasﬂ Pemenksaan

| EaE Pasal2o
;}.(1) Has11 Pemerlksaan o untuk mengup - kepatuhan :
B pemenuhan kewajlban perpa_]akan harus dlberltahukan

kepada Wajlb Pajak melalm penyampalan SPHP yang




s dllampm dcngan daftar temuan hasﬂ Pemerlksaan
" »“(2) ‘SPHP dan daftar temuan hasﬂ Pemenksaan sebagalmana
o d1maksud pada ayat (1) dlsampalkan oleh Pemenksa -
o Pajak secara langsung atau mela1u1 faks1m111 » o
D '5 (3) _..'Dalarn hal SPHP dlsampalkan secara langsung dan Wajlb;i"' L
L : "-‘f : Pajak wakﬂ atau kuasa dan Wajlb Pa_]ak menolak untukg

o F: menerlma SPHP

i (4)*'1';»'SPHP dan daftar temuan hasﬂ Pemerlksaan harus

AN _.;j}-‘mendapatkan persetUJuan dar1 Wa_]lb Pajak Wakll atau?" -

'"-"»‘.j.f:.:_kuasa darl waj1b pajak pegawal atau anggota keluargai

»’jiyang telah dewasa ;: darl Wa_]lb Pajak dengan;

Ll '_“:Inenyampalkan lembar pernyataan persetujuan haSﬂ}f:’

' - Pemerlksaan o

‘,.:‘fﬁ ,:Apablla Wa_]lb pajak wakll atau kuasa dar1 Wajlb pajak

x "tldak sependapat dengan SPHP dan daftar temuan hasnli,j

_'vPemenksaan Wajlb pajak wakll atau kuasa dan wajlb’

- pajak dapat memberlkan tanggapan tertuhs terhadap’:_f:

;f'}SPHP dan daftar temuan hasﬂ Pemerlksaan

Pasal 30

o "(1)‘:__:’ .-“Apablla Waij Pa]ak Wakll atau kuasa darl Wajlb Pajak

SR : a’.l o menyampalkan lembar pernyataan persetujuan "

. :'-_;;J'hasﬂ Pemenksaan dan

":»‘fhadlr dalam Pembahasan Akh1r Has11 Pemenksaan‘{

:-:s'esuat dengan harl dan‘;tanggal yang tercantum-,

:’dalam undangan tertuhs

o "’»:Pemerlksa Pa_]ak membuat rxsalah pembahasan denganf__

B i”i,*,"._"mendasarkan pada lembar Pern}’ataan pefSetuJu"sm hasxll

S Pemerlksaan dan membuat ber1ta acara Pembahasan'.ffff

o Akh1r Hasﬂ Pemerlksaan yang dllampm dengan 1kht1$arf:‘

':-_’.”‘f"hasﬂ pembahasan akhn’, yang dxtandatangam oleh t1mi

. 5 Pemenksa Paj ak dan Waj1b Pa_]ak wakll atau kuasa darlj__-.v_5
’:'WajleaJak N R . -
@

: fa.‘ menyampalkan lembar pernyataan persetu‘]uanv:;ef  3} o

Apablla Wa_}lb Pajak wakﬂ atau‘kuasa dan Wa_]lb PaJak




S _hasﬂv»vPemerlksaanz‘_ dan | ,
| b t1c1ak hadlr dalam Pembahasan" Akhll“ Hasil
o :Pemerlksaan sesual dengan han dan tanggal yang - R

- ;j:tercantum dalam undangan tertuhs, S

‘:»Pemerlksa Pajak 1 membuat rlsalah pembahasan

B berdaSarkan lembar f pernyataan persetuJuan haSﬂ'

»""'""'5"”;,‘Pemer1ksaan, berlta acara’ keudakhadlran Wajlb PaJak

s dalam Pembahasan Akhxr Hasﬂ Pemenksaan, dan benta

':dllamplrl dengan 1khtlsar hasﬂ pembahasan akhlr yang

;dltandatangam oleh t1m Pemenksa PaJak

) _Apablla Wa_]lb Pajak Wakﬂ atau kuasa dan Wa_]lb Pa_]ak

P ’t1dak menyampalkan tanggapan tertuhs atas SPHP

: dan daftar hasﬂ temuan, dan

b. had1r daiam Pembahasan Akhlr Hasﬂ Pemerlksaan

‘.'_'sesual undangan _ R el
L fPemenksa PaJak tetap melakukan Pembahasan Akhlr,f,i
T 3 ';’»_’»Hasﬂ Pemerlksaan dengan Wajlb Pajak dan menuangkan“

e 3ha311 pembahasan tersebut dalam nsalah pembahasan,

& z"fYang dltandatangam oleh t1m Pemerlksa PaJak dan WaJ1b
_Pajak Wakll atau kuasa dan WaJ1b Pa,]ak

) Dalam hal terdapat hasﬂ Pemenksaan yang bclum
o "”'7_;_,jdlsepakatl dalam rlsalah Pembahasan dan Wajlb Pajak’f.j

S mengajukan Permohonan pembahasan dengan Tlm:'v;i

- ,_Qualzty Assurance Pemenksaan berlta acara
R Pembahasan Akhlr Hasﬂ Pemerlksaan yang d11amp1r1

Tl T dengan 1htlsar hasﬂ pembahasan akhlr dlbuat setelah

'pembahasan dengan T1rn Qualzty Assurance Pemenksaan
;fdllaksanakan e L |

'Dalam hal Wajlb X Pajak t1dak‘§ mengajukan vvpel‘mOhonan

':}v*-ﬂ’_'pembahasan dengan T Quallty Assurance:j
L Pemerlksaan berlta acara Pembahasan ‘Akhu' Hasﬂ
B - ;pemerlksaan yang d1lamp1r1 dengan 1htlsar : hasﬂ“:}:;
o pembahasan o akhlr dlbuat berdasarkan ) r‘lsalahvv

 pembahasan.



- ,:,,;_: Dalarn ;hal Wa_ub Pajak Wakﬂ atau kuasa dar1 Waj1b
o Pajak menolak menandatangam rlsalah pembahasan,
‘dan / atau _ ber1ta acara Pembahasan ~ Akhir Hasil

o .bPemerlksaan yang dllamplrl dengan 1khtlsar has11,

e pembahasan akhlr, »Pemerlksa Pajak‘ membuat catatan o

Dalam »hal Wa_]lb Pajak tldak had1r dalam Pembahasan

LT - Akhn' I—Iasﬂ Pemerlksaan pada har1 dan tanggal sesua1

S .Qundangan yang dls<'smf1p<’:uk"ﬂm Pembahasan Akhlr HaSII':"“

o | Pemerlksaan dlanggap telah dllakukan

(2) Pembahasan Akhlr Hasﬂ Pemerlksaan'
. ,f;’:‘--’:fdlanggap telah d1lakukan sebagalmana dimaksud pada;-i

Hasxl 5

) g Dalam hal

B ’;'.Pemenksaan yang d11amp1r1 dengav

'*pembahasan akhlr d1tandatangan1 -‘ oleh tlm ‘Pemenksa:

S Pasa133 I O . . ,
i (1) Dalam ‘h'él Wa_]lb PaJak mengajukan permohonanff‘:ﬁf
o f,__'pembahasan dengan T1m Quahty Assurance Pemenksaan:-vf»
) vsebagalmana dunaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Wajlb
FPaJak menyampalkan surat permohonan kepada Kepaia'l"
::f’Badan Keuangan Daerah dalam hal Pemerlksaa
g v'f;‘vdﬂakukan oleh :‘:'fiPemerlksa PaJak Badan Keuangan"f:,

- (2) Permohonan pembahasan dengan T1m Quahty Assurancef‘
,, ‘Pemenksaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

o ,“"dllakukan apabﬂa i | . : - .
'Iaf rlsalah Pembahasan sebagalmana dlmaksud dalam'f
Pasal 31 telah dltandatangam oleh t1m Pemerlksafﬁ:,‘ o |
vPa_]ak dan Wajlb Pajak wakll atau kuasa dar1 Wa_]lb”__:- R

Pajak dan S

‘ berlta acara. Pembahasan Akhll‘ Hasﬂ Pemerlksaan:;

i ";:sebagalmana dlmaksud dalafnx Pasal 31 belum"v.

| }ff'l'v:dltandatanganl oleh tlm Pemenksa Pajak dan WaJib:"



: Pa_]ak Wakﬂ" atau kuasa dan Wajlb,PaJak e |

‘::’»”'(3)?”":Surat permohonan pembahasan dengan Tlm Quallty
Assurance Pemerlksaan sebagalmana d:maksud pada

1 ayat (1) harus dlsampalkan secara langsung atau melalul B o

o ’;"bfak51m1h dalam Jangka waktu palmg lama 3 (tlga) har1’- ';

- .:'kerja seJak penandatanganan r1salah pcmbahasan o

'-M:vsebagalmana dlmaksud dalaIn Pasal 1 S da_h
j..d1tembuskan kepada kepala sub b1dang pelaksan

_,"}Pemenksaan |

Pelaksanaan Pembahasan Akhll‘ Hasﬂ Pemerlksaan "antara;:‘

v_---_"f"WaJ1b PaJak dengan Pemerlksa PaJak serta pelaksanaanf-}
o pembahasan dengan T1m Quallty Assurance Pemerlksaa.nf‘f

| harus mempertunbangkan Jangka Waktu Pembahasan Akhn'.:

: ,”Hasﬁ Pemerxksaan dan pelaporan UL L

.v:_"'lesalah Pembahasan dan rlsalah T1m Quallty Assurance‘:.,

._:Y:Pemcnksaan dlgunakan oleh Pemerlksa Pajak sebagal dasar;f
R untuk membuat benta acara Pembahasan Akhxr Has11',_'5
{;, Pemerlksaan yang dﬂamplrl dengan 1ht1sar has1l pembahas an.

T T PaS&136 e v
""’:v-_-DaIam hal terhadap Wajlb Pa_]ak d11akukan penetapan secara:v

: Jabatan, vbuku, catatan dan/ atau dokumen termasuk data"}
‘:‘yang dlkelola secara elektromk serta keterangan Iam yang“
dapat d1pert1rnbangkan oleh Pemerlksa Pajak dalamijb
""f_Pembahasan Akhn' Hasﬂ Pemenksaan terbatas pada ' |
':;.:j‘a;‘ = g»?:.penghltungan peredaran usaha atau penghasﬂan bruto;
o dalam rangka penghltungan penghasﬂan secara _]abatan,w;

‘ b kredlt pajak sebaga11p engurang PaJakDaerah



7_"1(1)

(2)

Tim Quality Assurance Pemerlksaan sebagalmana d1maksud ,

Bagian Kesembilan

~ Tim Quality ASSurance

' Pasal 37

Susunan Tlm Quallty Assurance Pemenksaan terdiri darl -

1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretans, dan

' rmmmal (satu) orang anggota.

Txm Qualzty Assurance Pememksaan 'sébagai‘mana |

‘dlvrnaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan

Keuangan Daerah.

Pasal 38

: 'dalam Pasal 37 bertugas untuk: -

a.

(2)

' membahas perbedaan pendapat antara Wajlb Pajak

dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir

Hasﬂ Pemerlksaan,

memberlkan 81mpuIan dan keputusan atas perbcdaan ;

pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak;
membuat :.fisalah Tim Qudlity Assurance Pemeriksaan .
yang berisi simpulan dan keputu‘s’ari hasil pembéhasan
sebagalmana dimaksud pada huruf b dan ber31fat
menglkat | R ‘
. BABIX |
- PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN :

Baglan Kesatu
Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan

Pengembalian Dokumen

Pasal 39

'LHP disusun berdasarkan KKP yang sudah dibuat. o

Risalah pembahasan, risalah ’I‘im ‘ Quality Assurance

Pemerlksaan, dan/ atau benta acara Pembahasan Akhir N

‘Hasil Pemerlksaan merupakan baglan yang tidak

terplsahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).



@)

e ‘.,,:dlgunakan sebaga1 dasar penerbltan surat ketetapan.:;'v","j_;; L

Buku ‘catatan dan dokurnen yang dlpmjam harus

_, d;kembahkan kepada Wapb Pajak denoan menggunakan bukt1. R

o d11aksanakan tanpa

.

f,v"' (é): LHP Sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) dlgunakan

oleh Pemenksa Paj ak sebaga1 dasar untuk membuat nota

penghltungan

Nota penghrtungan sebagalmana dxmaksud pada ayat (3) ,

o f}; - paJak atau Surat Taglhan Pajak

Pasal 40

o pemmjaman dan pengembahan buku, ,Catatan dan dokumen.";f?-}

p almg lambat 7 (tu_]uh) han ker;a sejak tanggal LHP

Bag1an Kedua o

Pembatalan Hasﬂ Pemerlksaan

Pasal 4 1

Surat ketetapan Pajak dar1 hasﬂ Pemerlksaan yang ;’ - R

. a penyampalan SPHP atau |

b Pembahasan Akhlr Hasrl Pemerlksaan, : |
dapat dlbatalkan ‘secara Jabatan atau berdasarkanf RS
permohonan Waij PaJak oleh Kepala Badan Keuangan? :
‘!Daerah . - | . N | o -

: ';bDalarn hal d11akukar1 pembatalan _ sebagalmana' el
| }‘dlmaksud pada ayat (1), proses Pemerlksaan harus':v_v:_:,:.,rv_ff_ L
o dllanjutkan dengan melaksanakan prosedur
: ":penyampeuan SPHP dan / atau Pembahasan Akh1r Hasﬂ B

A Pemerlksaan

Baglan Ketlga o S
Pengungkapan Ketxdakbenaran Penglslan Surat

Pemberltahuan Selama Pemeriksaan

Pasal 42

Wajlb PaJak dapat mengungkapkan dalam . ,Iap&éh




: '_-;vtersendm secara tertuhs mengenal ketldakbenaran |
penglslan SPTPD yang telah dxsampalkan sesuai dengan o

keadaan yang sebenarnya, Sepanjang Pemerlksa Pajak",“'f,iff B

D be]_um menyampa.lka SPHP )

Péngungkapan naran. ‘englslan Surat
: \‘f‘v-»’kaembentahuan Pajak dlsampalkan ke Kepalaf" Bad:
Kcuangan Daerah tempat Wa_]lb Pajak terdafta -
% "Vj.f.é,‘_‘;.'j;'Laporan tersend1r1 secara tertuhs sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) harus d1tandatangam oleh Wajlb PaJak
:wakll atau kuasa dan Wapb Pajak dan d11amp1r1 dengan
a 'penghltungan Pa_]ak yang kurang dlbayar ‘sesuai
" ‘dengan keadaan yang sebenarnya dalam formatb

Surat Pembentahuan S

b.- »‘:;{_:Surat Setoran PaJak atas pelunasan Pajak yang
e . kurang dlbayar dan o
“ ”:‘:Apablla pengungkapan ket1dakbenaran peng131an : Surat
Pembentahuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
_fiftldak mengaklbatkan kekurangan pembayaran Pajak
L »;']»maka pengungkapan tersebut tldak perlu dllampmg

: ’fdengan Surat Setoran Pajak b_

Baglan Keempat

Pemerlksaan Ulang

:5.‘._:2~Pemer1ksaan Ulang dapat dllakukan vberdasarkan.;

'-‘fjf:.é_mstruksl atau persetu_]uan Kepala Badan Keua_ngan;;__

o “Daerah

. ‘Instruks1 atau persetujuan Kepala Badan Keuangan;v

Daerah untuk melaksanakan Pemenksaan Ulang dapatj"ff

s . _’:fdlberlkan apablla terdapat data baru termasuk data yang”’f:

. ‘, Semula belum tﬁl‘ungkap

"Dalam hal hasﬂ Pemerlksaan Ulang sebaga.lmana:;

:if';dlmaksud pada ayat @ mengaklbatkan adanya

o ﬂ;-,}':]tambahan atas Jumlah PaJak yang telah dltetapkan

v‘dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya Kepala Badan‘ |

'Keuangan Daerah menerbltkan Surat Ketetapan Pajakf:



(4)

(1)

@

3)

* Kurang Bayar Tamb}éyhan. |

Dalam hal hasil -Pemeriksaan Ulang sebagaimana
dxmaksud pada ayat (2) tidak rnengaklbatkan adanya
tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi terdapat
kelebihan pémbayaran Pajak  Daerah, Kepala‘ Badan
Keuangan Daerah ménéfbitkan kepx._itusan- 'nié;ﬁgénai
restitusi Pajak Daerah. : :

BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN

~ Pasal 44 |
Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi dalam hal

Pemeriksaan yang dllakukan telah sesuai dengan standar |

‘ Pemenksaan serta dllaksanakan ~berdasarkan iktikad

baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan perpa_;akan |

Pemeriksa Pajak dapat mélakukan penelitian secara
senyap untuk mendapatkanb keterangan, dokuméﬁ atau
pun bukn yang dapat dljadlkan sumber data pemeriksaan
terhadap Wajib PaJak ' |
Ketentuan terkait dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Dokumen dokumen yang diperlukan dalam

Proses Pemeriksaan Pajak Daerah dlatur dalam Peraturan

Bupat1 tersendiri..

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasalf 45

Dengan bérlakunya Peraturan Bupati ini‘ maka semua SP2

- yang dlterbltkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini

‘namun Pemerxksaan ‘belum - selesal, proses penyel_esalan o

selanjutnya dllakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana |

- diatur dalam Peraturan Bupati ini.



KETENTUAN PENUTUP

”_vPeraturan Bupatl 1n1 mulal bcrlaku pada saat d1undangkan

”orang mengetahumya, memermtahkan :

e Agar setlap el

:ilﬁbpengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya

AVZ”".'»..:dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar L

g "D_1tetapkan d1 Karanganyar

St E BUPATI KARANGANYAR

 JULIYATMONO,

Dlundangkan d1 Karanganyar 3

o ‘SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR o

S ”ERI’I‘A DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 6 ?f



e

Cat

: ",‘LAMPIRAN ‘
- vPERATURAN BUPATI KARANGANYAR
" NOMOR @% TAHUN 2017, |
. TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK
' DAERAH

i '.3:-_':‘ pnbadl dan berkautan dengan persyaratan Pemenksa Pajak

S 2 " Pemenksaan dllaksanakan oleh Pemerlksa Pajak yang memenuhr S

:"syarat sebaga1 benkut

o serta mem111k1 keterampllan sebaga1 Pernenksa PaJak

b E menggunakan keterampllannYa secara cermat dan seksama, -

Jujur dan bersxh dan hndakan t1ndakan tercela Serta“i‘{_ R

senantlasa mengutamakan kepentmgan negara dan -

8 undangan dx bldang perpajakan dan pajak daerah

3.2?,"’Apab11a persorul pada Badan Keuangan Daerah belum terdapatl_:ﬁ;_; .
P pemenksa pajak yang sesual dengan kntena yang dlpersyaratkan T

o maka._ persoml yang mendudukl Jabatan sebagal kepala Sub PR R

L __‘Bldang Pemenksaan dan Pelaksana dengan Jabatan fungSl‘fma1 !

'v_v-umum pada Sub bldang pememksa bertlndak sebagal Pemenksa"i_jf"_':’,'."_:f"'-fv" :

Lo Pajak

Badan Keuangan Daerah )'ang d1tunJuk oleh Kepala Badan R

' Keuangan Daerah

B STANDAR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

. "Pelaksanaan Pemenksaan untuk mengu_u kepatuhan pemenuhan’: L

. ‘pelaksanaan Pemenksaan yaltu

pelaksanaan Pemenksaan harus d1dahu1u1 dengan persmpan' “ ‘; :§_

T ; PEDOMAN S’I‘ANDAR PEMERIKSAAN R
AL :STANDAR UMUM PEMERIKSAAN '

1L Standar umum Pernenksaan merupakan Sta.ndar yang bers1fat L

Can 37te1ah mendapat pendldlkan dan pelat1han teknls yang cukup o

taat terhadap berbageu ketentuan peraturan perundang~ el

: Dalam hal dlperlukan, Pemenksaan dapat dllaksanakan oleh}_.;": ’

B tenaga ahli dengan kuahﬁkam sebagal pemenksa PaJak dan Iuar,:‘f_'f"ff:.

o -kewapban perpajakan harus dllakukan : sesual » standar




-’yang ba1k scsual dengan tujuan Pemenksaan yang pahng »
. .sed1k1t mehputl keglatan mengumpulkan dan mempelajan‘
jdata Wajlb Pajak menyusun rencana Pemenksaan (audtt

‘ plan), dan menyusun program Pemenksaan (audzt program), [

e ;,>‘serta mendapat pengawasan yang seksama, (PRI RE

‘erdasarkan;metode dan _ekmk Pemerlksaan s sueuv 1g:

prbgrarn Pemerlksagn .(audzt program) yang telah dlS ,sun

.‘L‘F"I‘emuan has11 Pernerlksaan harus dldasarkan pada ‘buktlvr

fkompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan‘

B f:::-"v,}f}perundang-undangan perpa,]akan, R

,:}rpemenksaan dllakukan oleh suatu t1m Pemenksa PaJak yang'

terd1r1 dar1 seorang superv1sor, seorang ketua t1m,v dan

v;;i‘seorang atau leb1h anggota t1m, dan dalarn keadaan tertentu’

o ,i.»i._.v_ketua t1m dapat merangkap sebagal anggota t1m

:j,»l,'T1m Pemenksa Pajak sebagannana d1maksud pada’ihuruf d

dapat dlbantu oleh seorang atau leb1h yang mem111k1 keahhan

v, :_tertentu ba1k yang berasal dar1 Badan Keuangan Daefah

maupun yang berasal darl 1nstan31 d1 luar Badan Keuangan

» ::v’:‘v:_fDaerah yang telah dltunjuk oleh Kepala Badan Keuangan_

- "ﬂ'Daerah sebagal tenaga ahh sepertl penerjemah bahasa ahh e

'.dl bldang teknolog1 1nformas1, dan ahh hukum, - j:.': o _f _‘”;: "-:' ;
= *ffapablla dlperlukan, Pemerlksaan untuk menguﬁ kepatuhan-;’
}‘"7';';‘_"":,-pemenuhan kewapban perpajakan dapat dllakukan secara"w
.i. bersama~sama dengan tlm pemenksa dar1 1nstan31 1a.1n
' _ Pemerlksaan dapat d1laksanakan d1 kantor Badan Keuangan
= ;f{j_Daerah tempat tlnggal atau tempat kedudukan Wa_]1b PaJak :
- "f::tempat keg1atan usaha atau peker]aan bebas Wajlb Pajak,'
»:,'::.:,dan/ atau atau tempat lam yang d1anggap perlu oleh
’ff'lf'»jPemerlksa Pajak , '_ S f B R v'
Pemerlksaan dllaksanakan pada Jam ker_]a dan apablla oy
B dlperlukan dapat dllan_]utkan di luar Jam kerJa dan ‘
'.’»';Pelaksanaan Pemenksaan dxdokumentamkan dalam bentuk' £
5; Kertas Kerj]a Pcmerlksaan yang selanjutnya dlsebut KKP - o
. 'x”:'Keglatan Pemerlksaan untuk mengup kepatuhan pemenuhan

_'kewajlban perpajakan harus dldokumenta31kan dalam bentuk KKP
PR "‘"_'_,_:f'»dengan memperhatlkan hal hal sebagal benkut i

KKP Wa_]lb dlsusun oleh Pemerlksa PaJak dan berfungs1



w

- : sebagal -

Ty
. 2)
Co4)

oy

g

buktl bahwa Pernenksaan telah dllaksanakan sesuai

standar pelaksanaan Pemerlksaan, N
bahan dalam melakukan Pembahasan Akhll‘ Has11 ’_:
Pemenksaan dengan Wa_]lb Pa_]ak mengena_l temuan hasﬂ: -
' Pemerlksaan, v ’ : e s
'dasar pembuatan Laporan Hasil Pemenksaan (LHP), B |
sumber data atau 1nforma81 bagi penyelesalan keberatan::vf__-;.,j gt
 atau bandlng yang dlajukan oleh Wajib Pa_]ak dan -
‘_referens1 untuk Pemenksaan berlkutnya : o
- KKP harus membenkan gambaran mengenal ‘
prosedur Pemenksaan yang d1laksanakan ‘ _
vdata keterangan dan/atau buku yang dlperoleh
- 3) pengujlan yang telah dllakukan dan - o o
‘kesimpulan dan ‘hal-hal lain yang d1anggap perlu yang““" A

berkaitan dengan Pemerlksaan

. STANDAR PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

;Kegxatan Pemerlksaan untuk mengu_ll kepatuhariv pemcnﬁhah
"}'}Akewa_uban perpajakan harus dllaporkan dalam bentuk LHP yang;:;; :
. lesusun sesuai standar pelaporan hasil Pemenksaan ya_ltu

Ca. LHP dlsusun secara nngkas dan Jelas, memuat ruang lmgkup atauﬁ]'i».; '

pos pos yang dlperlksa sesual dengan tuJuan Pemenksaan,“iw

memuat ke31mpulan Pemenksa Pajak yang dlduk ung temuan yang";v} o :

. kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap'ff_{i}j RRIRE

peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula::

pengungkapan informasi lam yang terkait dengan Pemenksaan

o b LHP untuk menguji kcpatuhan pemenuhan kewapban perpajakanv__ :

, sekurang—kurangnya memuat

1)

2
3)
4) ,_,’”pemenuhan kewajlban perpajakan, I

5) data/ informasi yang tersedla

6)

9)

- penugasan Pemerlksaan
| identitas Wa_ub Pa_]ak

pembukuan atau pencatatan Wajlb Pajak

- buku dan dokumen yang dlpln_]am,
7)) materi yang diperiksa;

8)

uralan hasil Pemenksaan,

1khtlsar hasil Pemerlksaan, -

10) penghltungan pPaj ak terutang, dan



11) kesimpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

~ BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO



